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ABSTRAK 

 

Road Traffic and Transportation as part of the national transportation system must 

develop its potential and role in realizing security, safety, order and smooth traffic and road 

transportation in the context of supporting economic development and regional development. 

To ensure the realization of the implementation of road traffic and transportation that meets 

safety and security, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, 

especially in Article 77 paragraph 1 stipulates that every person driving a motorized vehicle 

on the road must have a driving license in accordance with type of vehicle being driven. 

Empirically, the phenomenon that is currently happening is that there are many junior high 

school students who are not yet 17 years old who do not have a Driving License (SIM) C, but 

have been given the freedom to drive motorbikes by their parents to go to and from school. 

This is due to parents who no longer have time to take their children to pick up, either to take 

them to school or to other activities. The reason for not being able to leave work is the main 

reason for giving children the freedom to ride motorbikes to school. 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional 

harus dikembangkan pitensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung 

pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Untuk menjamin terwujudnya 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalanyang memenuhi keselamatan dan keamanan, 

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama 

dalam Pasal 77 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotot 

di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang 

dikemudikan Secara empiris fenomena yang saat ini terjadi adalah banyaknya pelajar SMP 

yang belum berusia 17 tahun yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C, namun telah 

diberikan kebebasan mengemudikan kendaraan sepeda motor oleh orangtuanya untuk pergi 

dan pulang sekolah. Hal ini disebabkan oleh orangtua yang sudah tidak memiliki waktu untuk 

mengantar jemputr anak – anaknya, baik mengantar ke sekolah maupun ke tempat kegiatan 

lainnya. Alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan merupakan alasan utama untuk 

memberikan kebebasan bagi anak mengendarai sepeda motor ke sekolah. 
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